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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang     :  bahwa   untuk   melaksanakan   ketentuan   Pasal  13  ayat (2), 

Pasal 14 ayat (4), dan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang 

Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-

undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, 

perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan 

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pelaksanaan 

Pemberian Bantuan Transmigrasi oleh Pemerintah dan/atau 

Pemerintah Daerah kepada Transmigran; 

 

Mengingat      :   1.   Undang-Undang    Nomor    15    Tahun     1997    tentang 

Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
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Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5050); 

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 136, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah) (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 

tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 

tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5497); 

5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 13); 

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

463); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan   :   PERATURAN    MENTERI    DESA,  PEMBANGUNAN  DAERAH  

TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PELAKSANAAN 

PEMBERIAN BANTUAN TRANSMIGRASI OLEH PEMERINTAH 

DAN/ATAU PEMERINTAH DAERAH KEPADA TRANSMIGRAN. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Bantuan Transmigrasi adalah pemenuhan hak 

transmigran berupa barang dan/atau pelayanan yang 

diberikan Pemerintah dan/atau pemerintah daerah 

untuk meningkatkan kemampuan, produktivitas, dan 

kemandirian transmigran. 

2. Transmigran adalah Warga Negara Republik Indonesia 

yang berpindah secara sukarela ke Kawasan 

Transmigrasi. 

3. Transmigrasi Umum yang selanjutnya disingkat TU 

adalah jenis transmigrasi yang dilaksanakan oleh 

Pemerintah dan/atau pemerintah daerah bagi penduduk 

yang mengalami keterbatasan dalam mendapatkan 

peluang kerja dan usaha. 

4. Transmigrasi Swakarsa Berbantuan yang selanjutnya 

disingkat TSB adalah jenis transmigrasi yang dirancang 

oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan 

mengikutsertakan badan usaha sebagai mitra usaha 

transmigran bagi penduduk yang berpotensi berkembang 

untuk maju. 

5. Transmigrasi Swakarsa Mandiri yang selanjutnya 

disingkat TSM adalah jenis transmigrasi yang 

merupakan prakarsa transmigran yang bersangkutan 

atas arahan, layanan, dan bantuan Pemerintah dan/atau 

pemerintah daerah bagi penduduk yang telah memiliki 

kemampuan. 
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6. Satuan Permukiman Baru yang selanjutnya disebut SP-

Baru adalah bagian dari SKP berupa satu kesatuan 

permukiman atau beberapa permukiman sebagai satu 

kesatuan dengan daya tampung 300-500 (tiga ratus 

sampai dengan lima ratus) keluarga yang merupakan 

hasil pembangunan baru. 

7. Satuan Permukiman Pemugaran yang selanjutnya 

disebut SP-Pugar adalah bagian dari SKP berupa 

permukiman penduduk setempat yang dipugar menjadi 

satu kesatuan dengan permukiman baru dengan daya 

tampung 300-500 (tiga ratus sampai dengan lima ratus) 

keluarga. 

8. Satuan Permukiman Penduduk Setempat yang 

selanjutnya disebut SP-Tempatan adalah permukiman 

penduduk setempat dalam deliniasi Kawasan 

Transmigrasi yang diperlakukan sebagai SP. 

9. Perbekalan adalah bantuan yang diberikan kepada 

transmigran untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam 

melaksanakan aktivitas sehari-hari di Permukiman 

Transmigrasi serta peralatan untuk memulai 

mengembangkan usaha atau budi daya. 

10. Pengangkutan adalah bantuan yang diberikan kepada 

transmigran untuk mengangkut transmigran dan barang 

bawaannya dari tempat asal sampai dengan Permukiman 

Transmigrasi yang mencakup fasilitas angkutan, 

penampungan, layanan kesehatan, dan pengawalan. 

11. Penempatan adalah bantuan yang diberikan kepada 

transmigran di Permukiman Transmigrasi berupa 

penetapan rumah tempat tinggal, kejelasan informasi 

tentang hak dan kewajiban transmigran, serta bimbingan 

adaptasi lingkungan dalam rangka mempersiapkan diri 

untuk mulai kehidupan baru di Permukiman 

Transmigrasi. 

12. Pengawalan adalah layanan memberikan pengawalan 

kepada transmigran dari tempat asal sampai dengan di 

Permukiman Transmigrasi, termasuk kesehatan. 
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13. Permakanan adalah bantuan memberikan makan kepada 

transmigran sejak di penampungan, pengangkutan, dan 

selama 3 (tiga) hari di Permukiman Transmigrasi.  

14. Lahan tempat tinggal adalah kavling tanah pekarangan 

beserta tapak rumah.  

15. Lahan usaha adalah aset tetap untuk produksi sebagai 

modal utama bagi transmigran termasuk lahan 

diversifikasi untuk mengembangkan usaha pertanian 

dan/atau melakukan kerja sama kemitraan dengan 

badan usaha yang luasnya sesuai dengan pola usaha 

pokok yang dikembangkan.  

16. Sarana produksi adalah  bahan masukan yang 

digunakan dalam proses produksi usaha tertentu sesuai 

dengan komoditas unggulan yang dikembangkan di 

Kawasan Transmigrasi.  

17. Catu pangan adalah bantuan yang diberikan kepada 

transmigran pada jenis Transmigrasi Umum dan/atau 

Transmigrasi Swakarsa Berbantuan berupa natura 

dan/atau non-natura untuk pemenuhan kebutuhan 

pokok pangan minimal dan/atau sebagai stimulan untuk 

kegiatan produktif di Permukiman Transmigrasi. 

18. Masyarakat transmigrasi adalah Transmigran dan 

penduduk setempat yang ditetapkan sebagai 

Transmigran serta penduduk setempat yang bertempat 

tinggal di SP-Tempatan dan SP-Pugar.  

19. Keluarga transmigran adalah unit terkecil dari 

masyarakat transmigrasi yang terdiri atas suami, istri, 

anak, dan/atau pengikut yang masuk dalam Kartu 

Keluarga. 

20. Kepala Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah 

penerima legalitas pembagian lahan. 

21. Badan usaha adalah perusahaan berbentuk Perseroan 

Terbatas yang selanjutnya disebut PT, Badan Usaha 

Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN, Badan 

Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD, 

Koperasi atau kelembagaan ekonomi yang berbadan 

hukum dan bergerak dalam bidang usaha ekonomi. 
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22. Tahap penyesuaian adalah merupakan tahapan untuk 

mencapai sasaran terwujudnya masyarakat yang mampu 

beradaptasi dengan lingkungan fisik dan lingkungan 

sosial. 

23. Tahap pemantapan adalah merupakan tahapan untuk 

mencapai sasaran terwujudnya masyarakat yang mampu 

memenuhi kebutuhan hidup dari hasil produksi yang 

dikembangkan. 

24. Tahap kemandirian adalah merupakan tahapan untuk 

mencapai sasaran terwujudnya masyarakat yang sudah 

terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam 

sistem produksi sektor unggulan. 

25. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang 

memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik 

Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

26. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah otonom. 

27. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang pembangunan desa dan 

kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, 

percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan 

transmigrasi.  

 

Pasal 2 

Tujuan dari Peraturan Menteri ini adalah untuk: 

a. mewujudkan ketertiban dan kepastian dalam pemberian 

bantuan kepada transmigran; 

b. memberikan pedoman dan kepastian hukum dalam 

memberikan bantuan kepada transmigran; dan 

c. mewujudkan keadilan bagi seluruh pemangku 

kepentingan dalam pemberian bantuan sebagai 

pemenuhan hak transmigran. 
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  Pasal 3  

Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi dan/atau 

Pemerintah Kabupaten berkewajiban memberikan bantuan 

dan/atau pelayanan dan/atau fasilitasi kepada Masyarakat 

Transmigrasi dengan mempertimbangkan: 

a. skala prioritas; 

b. integrasi program; 

c. kepentingan bersama/kelompok; 

d. kemandirian masyarakat transmigrasi; dan 

e. dampak jangka panjang dan berkelanjutan. 

 

Pasal 4 

Ruang lingkup peraturan ini berupa: 

a. jenis-jenis bantuan dan pengaturannya; dan 

b. pembiayaan. 

 

BAB II 

JENIS-JENIS BANTUAN DAN PENGATURANNYA 

 

Pasal 5 

Jenis bantuan pemerintah dan/atau pemerintah daerah 

kepada transmigran berdasarkan jenis transmigrasi dan  

pola usaha pokok. 

 

Bagian Kesatu 

Transmigrasi Umum 

 

Pasal 6 

Transmigran pada TU diberikan bantuan berupa: 

a. perbekalan, pengangkutan, dan penempatan di 

permukiman transmigrasi; 

b. lahan tempat tinggal beserta rumah dan lahan usaha 

dengan status hak milik;  

c. sarana produksi; dan 

d. catu pangan untuk jangka waktu tertentu. 
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Pasal 7 

(1) Perbekalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a 

difasilitasi oleh pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, 

berupa: 

a. alat tidur, alat penerangan, sandang, alat dapur, 

diberikan pada saat transmigran berada di 

penampungan kabupaten/kota asal; dan 

b. alat pertanian dan alat pertukangan diberikan pada 

saat transmigran tiba di permukiman transmigrasi. 

(2) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 

huruf a difasilitasi oleh pemerintah dan/atau Pemerintah 

Daerah pada saat persiapan perpindahan berupa: 

a. pengangkutan transmigran dan barang bawaannya 

dengan menggunakan moda angkutan darat, laut, 

sungai dan/atau udara dari desa titik kumpul sampai 

ke permukiman transmigrasi; 

b. pengawalan transmigran selama dalam perjalanan 

mulai dari titik kumpul sampai dengan permukiman 

transmigrasi; dan 

c. penampungan transmigran berupa penginapan, 

permakanan, bimbingan sikap mental, kesehatan dan 

Keluarga Berencana (KB) di transito atau tempat lain 

yang layak sebelum pemberangkatan dan setelah 

sampai di daerah tujuan sebelum proses penempatan.  

(3) Penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf 

a berupa pembagian rumah tempat tinggal dan lahan 

usaha atau ruang usaha, bimbingan adaptasi lingkungan, 

dan permakanan diberikan paling lama dalam waktu 3 

(tiga) hari sejak kedatangan transmigran di permukiman 

transmigrasi. 

 

Pasal 8 

(1) Lahan tempat tinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

6 huruf b difasilitasi oleh pemerintah daerah dibagikan 

pada saat penempatan berupa kavling tanah untuk tapak 

rumah dan pekarangan seluas 0,10 Ha/KK sampai dengan 

0,25 Ha/KK. 
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(2) Rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b 

difasilitasi oleh pemerintah daerah dibagikan pada saat 

penempatan berupa bangunan rumah layak huni dengan 

luas bangunan sekurang-kurangnya 36 m2. 

(3) Bantuan lahan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

6 huruf b difasilitasi oleh pemerintah daerah dibagikan 

pada saat penempatan, berupa: 

a. tanah dengan luas 1,75 Ha/KK sampai dengan 1, 90 

Ha/KK untuk pola usaha tanaman pangan, dan/atau 

perkebunan; 

b. tanah dengan luas  paling sedikit 0,50 Ha/KK untuk 

pola usaha tambak intensif, 1 Ha/KK untuk pola 

usaha tambak semi intensif, 2 Ha/KK untuk pola 

usaha tambak tradisional, dan masing-masing 

diberikan 0,50 Ha/KK sebagai lahan diversifikasi;  

c. tanah dengan luas paling sedikit 0,50 Ha/KK sebagai 

lahan diversifikasi untuk pola usaha perikanan; 

d. tanah dengan luas paling sedikit 8 Ha/KK untuk pola 

Hutan Tanaman Rakyat dengan status hak pungut 

hasil, dan 0,50 Ha/KK lahan diversifikasi di luar 

kawasan hutan;  

e. tanah dengan luas paling sedikit 0,50 Ha/KK untuk 

pola usaha ternak unggas dan 0,50 Ha/KK sebagai 

lahan diversifikasi;    

f. tanah dengan luas paling sedikit 2 Ha/KK untuk pola 

usaha ternak kecil dan 0,50 Ha sebagai lahan 

diversifikasi;  

g. tanah dengan luas paling sedikit 4 Ha/KK untuk pola 

ternak besar sebagai lahan pakan hijauan dan 0,50 

Ha/KK sebagai lahan diversifikasi; dan 

h. tanah dengan luas paling sedikit 0,50 Ha/KK sebagai 

lahan diversifikasi untuk pola usaha tambang dan 

areal pertambangan dengan status ijin usaha 

pertambangan galian C. 
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Pasal 9 

Bantuan sarana produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

6 huruf c berupa: 

a. paket sarana produksi untuk lahan tempat tinggal; dan 

b. paket sarana produksi untuk lahan usaha. 

 

Pasal 10 

(1) Paket sarana produksi untuk lahan tempat tinggal 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a diberikan 

pada tahap penyesuaian yang pembiayaannya menjadi 

tanggung jawab pemerintah. 

(2) Paket sarana produksi untuk lahan usaha sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 9 huruf b, diberikan pada tahap 

penyesuaian setelah lahan usaha dibagikan dan 

pembiayaannya menjadi tanggung jawab pemerintah.  

(3) Paket sarana produksi diberikan sesuai dengan jenis 

kegiatan usaha yang dikembangkan untuk pengembangan 

usaha dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, pada tahap 

pemantapan pembiayaan menjadi tanggung jawab 

pemerintah provinsi dan tahap kemandirian pembiayaan 

menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota.  

(4) Pemberian bantuan sarana produksi di permukiman lama 

pada SP Pugar, dilaksanakan dengan memperhatikan 

hasil musyawarah dalam proses konsolidasi tanah, 

sedangkan di permukiman baru diberlakukan 

sebagaimana SP Baru. 

(5) Pemberian bantuan sarana produksi untuk pola usaha 

perikanan, peternakan, kehutanan, pertambangan 

mengacu pada kajian dan perencanaan teknis yang 

dilakukan pada tahap perencanaan pembangunan 

permukiman transmigrasi. 

 

Pasal 11 

(1) Bantuan catu pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

6 huruf d dibiayai oleh pemerintah dan/atau pemerintah 

daerah berupa Natura dan/atau Non Natura sebagai 
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pengganti paket non beras diberikan sesuai dengan jenis 

lahan, pada tahap penyesuaian. 

(2) Bantuan catu pangan diberikan setelah 3 (tiga) hari 

transmigran ditempatkan di permukiman transmigrasi. 

(3) Pemberian bantuan catu pangan di permukiman lama 

pada SP Pugar, dilaksanakan dengan memperhatikan 

hasil musyawarah dalam proses konsolidasi tanah, 

sedangkan di permukiman baru diberlakukan 

sebagaimana SP Baru.  

(4) Dalam hal terjadi gagal panen dan/atau bencana alam 

dan/atau kerawanan sosial, transmigran dapat 

memperoleh bantuan beras tambahan. 

(5) Pemberian bantuan beras tambahan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) harus berdasarkan rekomendasi 

bupati setempat atau gubernur apabila kawasan 

transmigrasi yang terkena bencana alam dan/atau 

kerawanan sosial berada pada lebih dari satu 

kabupaten/kota. 

 

Bagian Kedua 

 Transmigrasi Swakarsa Berbantuan 

 

Pasal 12 

(1) Transmigran pada TSB diberikan bantuan berupa: 

a. pelayanan perpindahan dan penempatan di 

Permukiman Transmigrasi; 

b. lahan tempat tinggal beserta rumah dengan status 

hak milik; 

c. sarana usaha atau lahan usaha dengan status hak 

milik atau dengan status lain sesuai pola usahanya; 

d. sebagian kebutuhan sarana produksi; dan 

e. bimbingan, pengembangan, dan perlindungan 

hubungan kemitraan usaha. 

(2) Selain bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat diberikan bantuan catu pangan. 

 

 

www.peraturan.go.id



2018, No.803 -12- 

Pasal 13 

(1) Pelayanan perpindahan dan penempatan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1)  huruf a  pembiayaan 

menjadi tanggung jawab pemerintah dan/atau pemerintah 

daerah berupa:  

a. pengangkutan transmigran dan barang bawaannya 

dengan menggunakan moda angkutan darat, laut, 

sungai dan/atau udara dari titik kumpul sampai ke 

permukiman transmigrasi; 

b. pengawalan transmigran selama dalam perjalanan 

mulai dari titik kumpul sampai dengan permukiman 

transmigrasi; 

c. penampungan transmigran berupa penginapan, 

permakanan, bimbingan sikap mental, kesehatan dan 

Keluarga Berencana (KB) di transito atau tempat lain 

yang layak sebelum pemberangkatan dan setelah 

sampai di daerah tujuan sebelum proses penempatan.  

(2) Penempatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa 

pembagian rumah tempat tinggal dan lahan usaha atau 

ruang usaha, bimbingan adaptasi lingkungan, dan 

permakanan diberikan paling lama dalam waktu 3 (tiga) 

hari sejak kedatangan transmigran di permukiman 

transmigrasi. 

 

Pasal 14 

(1) Lahan tempat tinggal sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 12 ayat (1) huruf b difasilitasi oleh pemerintah 

daerah dibagikan pada saat penempatan berupa kavling 

tanah untuk tapak rumah dan pekarangan seluas 0,10 

Ha/KK sampai dengan 0,25 Ha/KK;  

(2) Rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) 

huruf b difasilitasi oleh pemerintah daerah dibagikan 

pada saat penempatan berupa bangunan rumah layak 

huni dengan luas bangunan sekurang-kurangnya 36 m2. 
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Pasal 15 

(1) Bantuan sarana usaha sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 12 ayat (1) huruf c pembiayaan menjadi tanggung 

jawab pemerintah dan/atau pemerintah daerah dibagikan 

setelah penempatan sesuai dengan pola usaha yang 

dikembangkan.  

(2) Bantuan lahan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

12 ayat (1) huruf c difasilitasi oleh pemerintah daerah 

dibagikan setelah penempatan, berupa: 

a. tanah dengan luas 1,75 Ha/KK sampai dengan 1, 90 

Ha/KK untuk pola usaha tanaman pangan dan/atau 

perkebunan; 

b. tanah dengan luas  paling sedikit 0,50 Ha/KK untuk 

pola usaha tambak intensif, 1 Ha/KK untuk pola 

usaha tambak semi intensif, 2 Ha/KK untuk pola 

usaha tambak tradisional, dan masing-masing 

diberikan 0,50 Ha/KK sebagai lahan diversifikasi;  

c. tanah dengan luas paling sedikit 0,50 Ha/KK sebagai 

lahan diversifikasi untuk pola usaha perikanan; 

d. tanah dengan luas paling sedikit 8 Ha/KK untuk 

pola Hutan Tanaman Rakyat dengan status hak 

pungut hasil, dan 0,50 Ha/KK lahan diversifikasi di 

luar kawasan hutan; 

e. tanah dengan luas paling sedikit 0,50 Ha/KK untuk 

pola usaha ternak unggas dan 0,50 Ha/KK sebagai 

lahan diversifikasi;    

f. tanah dengan luas paling sedikit 2 Ha/KK untuk 

pola usaha ternak kecil dan 0,50 Ha sebagai lahan 

diversifikasi;  

g. tanah dengan luas paling sedikit 4 Ha/KK untuk 

pola ternak besar sebagai lahan pakan hijauan dan 

0,50 Ha/KK sebagai lahan diversifikasi; dan 

h. tanah dengan luas paling sedikit 0,50 Ha/KK sebagai 

lahan diversifikasi untuk pola usaha tambang dan 

areal pertambangan dengan status ijin usaha 

pertambangan galian C. 
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Pasal 16 

(1) Sebagian kebutuhan sarana produksi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d uraiannya 

sebagaimana berikut: 

a. kebutuhan sarana produksi untuk lahan tempat 

tinggal dan lahan diversifikasi pada tahap penyesuaian 

diberikan oleh Pemerintah; dan 

b. kebutuhan sarana produksi untuk lahan usaha sesuai 

dengan usaha pokok selama tahap penyesuaian, 

pemantapan, dan kemandirian diberikan oleh mitra. 

(2) Pemberian bantuan sarana produksi di permukiman lama 

pada SP Pugar, dilaksanakan dengan memperhatikan 

hasil musyawarah dalam proses konsolidasi tanah, 

sedangkan di permukiman baru diberlakukan 

sebagaimana SP Baru.  

(3) Pemberian bantuan sarana produksi untuk pola usaha 

perikanan, peternakan, kehutanan, pertambangan 

mengacu pada kajian dan perencanaan teknis yang 

dilakukan pada tahap perencanaan pembangunan 

permukiman transmigrasi. 

 

Pasal 17 

(1) Bantuan bimbingan, pengembangan, dan perlindungan 

hubungan kemitraan usaha sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 12 ayat (1) huruf e difasilitasi dan pembiayaannya 

menjadi tanggung jawab pemerintah pada tahap 

penyesuaian berupa:  

a. pendampingan proses penyusunan perjanjian 

kerjasama kemitraan; 

b. pembentukan kelembagaan ekonomi; 

c. pengendalian pelaksanaan perjanjian kerjasama 

kemitraan; dan 

d. perlindungan hubungan kemitraan usaha. 

(2) Bantuan bimbingan, pengembangan, dan perlindungan 

hubungan kemitraan usaha sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 12 ayat (1) huruf e difasilitasi oleh pemerintah 
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daerah provinsi pada tahap pemantapan dan  pemerintah 

kabupaten/kota pada tahap kemandirian berupa:  

a. penguatan dan pengembangan kelembagaan 

ekonomi; 

b. pengendalian pelaksanaan perjanjian kerjasama 

kemitraan; dan 

c. perlindungan hubungan kemitraan usaha. 

(3) Perlindungan hubungan kemitraan usaha sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e berupa 

bantuan mediasi dan advokasi penyelesaian perselisihan 

hubungan kemitraan difasilitasi dan pembiayaannya 

menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan 

pemerintah daerah.  

 

Pasal 18 

(1) Bantuan catu pangan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 12 ayat (2) dibiayai oleh pemerintah dan/atau 

pemerintah daerah berupa Natura  dan/atau Non Natura 

sebagai pengganti paket non beras diberikan sesuai 

dengan jenis lahan, pada tahap penyesuaian. 

(2) Bantuan catu pangan diberikan setelah 3 (tiga) hari 

transmigran ditempatkan di permukiman transmigrasi. 

(3) Bantuan catu pangan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) pada TSB yang telah tersedia lapangan kerja 

diberikan bantuan catu pangan selama 6 (enam) bulan 

dan yang tidak tersedia lapangan kerja diberikan catu 

pangan selama 12 (dua belas) bulan yang disesuaikan 

dengan perjanjian kemitraan. 

(4) Pemberian bantuan catu pangan di permukiman lama 

pada SP Pugar, dilaksanakan dengan memperhatikan 

hasil musyawarah dalam proses konsolidasi tanah, 

sedangkan di permukiman baru diberlakukan 

sebagaimana SP Baru. 

(5) Dalam hal terjadi gagal panen dan/atau bencana alam 

dan/atau kerawanan sosial transmigran dapat 

memperoleh bantuan beras tambahan.  
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(6) Pemberian bantuan beras tambahan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) harus berdasarkan rekomendasi 

bupati setempat atau gubernur apabila kawasan 

transmigrasi yang terkena bencana alam dan/atau 

kerawanan sosial berada pada lebih dari satu 

kabupaten/kota. 

 

Bagian Ketiga 

Transmigrasi Swakarsa Mandiri 

 

Pasal 19 

Transmigran pada TSM diberikan: 

a. fasilitasi pengurusan  perpindahan dan penempatan di 

permukiman transmigrasi; 

b. bimbingan untuk mendapatkan lapangan kerja atau 

lapangan usaha atau fasilitasi mendapatkan lahan 

usaha; 

c. bantuan lahan tempat tinggal dengan status hak milik; 

dan  

d. bimbingan, pengembangan, dan perlindungan hubungan 

kemitraan usaha. 

 

Pasal 20 

Fasilitasi pengurusan perpindahan dan penempatan oleh 

pemerintah dan/atau pemerintah daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 19 huruf a berupa: 

a. pelayanan administrasi perpindahan; 

b. pengurusan pengangkutan; dan 

c. pengurusan penempatan. 

 

Pasal 21 

(1) Pelayanan administrasi perpindahan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 20 huruf a berupa pengurusan 

perpindahan kependudukan dari daerah asal ke daerah 

tujuan. 

(2) Pengurusan pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 20 huruf b berupa: 
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a. pengangkutan transmigran dan barang bawaannya 

dengan menggunakan moda angkutan darat, laut, 

sungai dan/atau udara dari titik kumpul sampai ke 

permukiman transmigrasi; 

b. penampungan transmigran di daerah tujuan meliputi 

pelayanan penginapan, permakanan, bimbingan 

sikap mental, dan kesehatan/KB di transito atau 

tempat lain yang layak; dan 

c. pengawalan transmigran dari kabupaten/kota 

daerah tujuan ke permukiman transmigrasi oleh 

Pemerintah daerah tujuan. 

(3) Pengurusan penempatan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 20 huruf c berupa pelayanan rumah singgah secara 

kolektif untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak awal 

kedatangan di permukiman transmigrasi.  

 

Pasal 22 

Bimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf  b 

difasilitasi oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah 

berupa: 

a. peningkatan keterampilan melalui pelatihan; 

b. akses permodalan dan pemasaran;  

c. jaringan kemitraan usaha; atau 

d. pengurusan mendapatkan lahan usaha yang sesuai 

dengan rencana tata ruang kawasan transmigrasi. 

 

Pasal 23 

Lahan tempat tinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

19 huruf c difasilitasi oleh pemerintah daerah diberikan 

pada saat kedatangan berupa  kavling tanah seluas 0,10 

Ha/KK sampai dengan 0,25 Ha/KK. 

 

Pasal 24 

Bimbingan, pengembangan, dan perlindungan hubungan 

kemitraan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 

huruf d difasilitasi oleh pemerintah kabupaten/kota berupa: 

a. fasilitasi pembentukan kelembagaan ekonomi; 
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b. pendampingan proses penyusunan perjanjian kerjasama 

kemitraan; 

c. pengendalian pelaksanaan perjanjian kerjasama 

kemitraan; dan 

d. advokasi penyelesaian perselisihan hubungan kemitraan. 

 

Pasal 25 

Komponen, jumlah, dan spesifikasi teknis bantuan dan 

pengaturannya serta pelaksanaan pemberian bantuan 

sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.  

 

Pasal 26 

Serah terima bantuan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah 

daerah kepada Transmigran pada Transmigrasi Umum, 

Transmigrasi Swakarsa Berbantuan, dan Transmigrasi 

Swakarsa Mandiri dibuat dalam berita acara. 

 

BAB III 

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN 

 

Pasal 27 

(1) Menteri melakukan pengawasan dan pengendalian 

pelaksanaan pemberian bantuan oleh Pemerintah 

dan/atau pemerintah daerah kepada transmigran. 

(2) Gubernur melakukan pengawasan dan pengendalian 

pelaksanaan pemberian bantuan kepada transmigran yang 

dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di 

wilayahnya.  

(3) Bupati/walikota melakukan pengawasan dan 

pengendalian pelaksanaan pemberian bantuan kepada 

transmigran di wilayahnya. 

 

Pasal 28 

(1) Bupati/wali kota melaporkan pelaksanaan pemberian 

bantuan kepada transmigran di wilayahnya kepada 

gubernur.  
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(2) Gubernur melaporkan pelaksanaan pemberian bantuan 

kepada transmigran yang dilaksanakan oleh Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota di wilayahnya kepada Menteri. 

 

BAB IV 

PENDANAAN 

 

Pasal 29 

Pendanaan yang digunakan untuk pelaksanaan pemberian 

bantuan kepada transmigran bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Badan Usaha 

sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 

BAB V 

KETENTUAN LAIN–LAIN 

 

Pasal 30 

Dalam hal kerjasama pelaksanaan transmigrasi antar 

pemerintah daerah, pemerintah daerah asal dan pemerintah 

daerah tujuan dapat memberikan bantuan berupa barang, 

uang saku, atau bentuk bantuan lainnya kepada 

transmigran sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan 

dalam Perjanjian Kerja Sama Antar Daerah (KSAD). 

 

BAB VI 

KETENTUAN PERALIHAN 

 

Pasal 31 

Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri ini maka 

pelaksanaan pemberian bantuan transmigrasi oleh 

pemerintah dan/atau pemerintah daerah kepada 

transmigran berpedoman kepada Peraturan Menteri ini. 
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BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 32 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

  

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal  30 Mei 2018 

 

MENTERI DESA, 

PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN 

TRANSMIGRASI  

REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

ttd 

 

EKO PUTRO SANDJOJO 

 

Diundangkan di Jakarta  

pada tanggal 26 Juni 2018 

 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

             ttd 

 

WIDODO EKATJAHJANA 
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